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PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Sj

~-*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

.............. , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik konter HP,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan .............. ,
Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan
.............. , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Dusun .............. , Kabupaten Gowa,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024
telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 02
Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam pada
tanggal 31 September 2019, namun baru tercatat pada hari Rabu tanggal 29
Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 H., yang
dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten
Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor .............. , tanggal 30 Januari 2020;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama
selama 5 (lima) bulan di rumah Pemohon di Kelurahan Tetebatu, Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam
keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi,
karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan
yang jelas meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon sudah
tidak sanggup ingin meneruskan berumah tangga dengan Termohon, karena
antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 4 (empat)
tahun lamanya hingga sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
pernikahan dengan Termohon;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sinjai cg. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, .............. , untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, .............. , di depan sidang Pengadilan Agama
Sinjai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;
Subsider:
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

telah hadir di persidangan secara in person dan Termohon juga hadir
menghadap di persidangan secara in person, Hakim telah berusaha
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mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dan

mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua
belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu,
Hakim telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon
yang bernama Kaharuddin, S.H. dengan Penetapan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 13 Maret 2024,
ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian
dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Februari 2024 yang
maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah
menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon
hanya satu kali hadir di persidangan dan pada waktu mediasi dan setelah itu
tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan
pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..............
Tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Bontomarannu,
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang
saksi sebagai berikut:

I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal
di Dusun .............. , Kabupaten Sinjai, di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
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- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini
sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi
pernah berusaha mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk
merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun
tidak berhasil sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama
lagi sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah selama 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. s , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat
tinggal di Dusun .............. , Kabupaten Sinjai, di persidangan saksi tersebut
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sabh;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon
belum dikaruniai anak;
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- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah selama 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang dan selama
berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan
dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik
bercerai;

Bahwa selanjuthya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan
mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai,
karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan
seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan

dengan putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon
dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah
dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Kaharuddin, S.H. dan dari laporan
Mediator tertanggal 13 Maret 2024 ternyata tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan
Pemohon adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan
Pemohon bahkan sudah 4 (empat) tahun terakhir sudah tidak hidup bersama
lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun
lisan, karena Termohon hanya hadir sekali di persidangan, kemudian
Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diberitahukan
untuk hadir dan pengadilan telah memanggilnya dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan,
maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil
permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan
merupakan perdata khusus, maka Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain
dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon
tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa bukti P juga telah
mengajukan saksi-saksi yaitu .............. ydan . ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Hakim berpendapat
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh
karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah
menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
berdasarkan bukti P, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon
merupakan Persona Standi in Yudicio (pihak yang relevan dan berkepentingan
dalam perkara ini) ;
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Menimbang, bahwa terhadap para saksi Pemohon yaitu .............. , dan
.............. , maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara
perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah
dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya
mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat
material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/171 HIR, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan
dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun
dan sejak saat itu sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami
istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap
kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk
penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai
dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken

marriage);
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Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah
tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria.
Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua
percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara
berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat
pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah
memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan
kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang
terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran
tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat
diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan sejak
saat itu sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri. Dengan
demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken
marriage).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat
dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun
2014,

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: “Cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta
yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
19747,

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antarannya menciptakan
kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
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wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan
perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan
rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru
akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi
kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari
sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaedah figh :
OVl b, g9a, , uall

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

tllosll wl> (e prss aawleadl i,
“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup
alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif
satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan
terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon
sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah
memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo
Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (.............. ) untuk menjatuhkan talak 1
(satu) raj'i terhadap Termohon (.............. ) di depan sidang Pengadilan
Agama Sinjai;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh saya Fathur
Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu
oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di

luar hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan : Rp 20.000,00
C. Redaksi : Rp 10.000,00
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2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 1.210.000,00
4, Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.380.000,00
(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
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